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Raḍā`ah (persusuan) tidak lepas dari kehidupan manusia. 
Dalam al-Qur’an, raḍā`ah tidak hanya dianggap sebagai 
aktivitas biasa yang tidak memiliki konsekuensi hukum. 
Artikel ini membahas tentang tafsir aḥkām yang ditawarkan 
oleh para mufasir terkait ayat raḍā`ah. Dalam menganalisis 
ayat raḍā`ah, penulis menggunakan metode tematik 
dengan pendekatan psikologi, medis dan maqāṣid al-
syarī`ah. Pendekatan psikologis digunakan untuk memotret 
hubungan antara ibu yang menyusui dan bayinya, 
pendekatan medis diterapkan untuk menganalisis kadar air 
susu ibu (ASI) yang berkaitan dengan batasan dua tahun 
untuk masa penyusuan, sedangkan pendekatan maqāṣid al-
sharī`ah diaplikasikan untuk mengkaji isu kontemporer 
terkait ASI di antaranya tentang hukum bank ASI dan donor 
ASI.  
 
Kata kunci: Tafsir aḥkām, ayat persusuan, hukum 
raḍā`ah, bank ASI, donor ASI. 
 
Pendahuluan 
Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, selalu memberikan 
tuntunan bagi umatnya, baik tuntunan yang berkaitan dengan 
kehidupan individu maupun tuntunan yang berkenaan dengan 
kehidupan bermasyarakat. Untuk mengetahui tuntunan-tuntunan 
tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa 
membaca, memikirkan, dan meneliti ayat-ayat yang termaktub di 
dalam Al-Qur'an.  
Penelitian ini akan mencoba untuk mengupas masalah radā`ah 
sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Qur'an. Guna 
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mengefektifkan pembahasan, penulis akan menggunakan metode 
tafsir tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan 
dengan radā`ah kemudian memaparkan munāsabah ayat-ayat tersebut, 
untuk kemudian merumuskan konsep radā`ah dan hukum-hukum yang 
berkaitan dengannya sebagaimana ditawarkan oleh Al-Qur'an dengan 
memaparkan penafsiran dari masing-masing ayat menggunakan 
pendekatan psikologis, medis dan maqāṣid al-syarī’ah. Sebagai 
sumber penafsiran, penulis merujuk pada tafsir Al-Ṭabari yang 
berstatus sebagai tafsir bi al-ma’thūr sebagai sumber utama riwayat-
riwayat terkait dengan tafsir ayat ra«ā`ah ditambah dengan kitab-
kitab hadith untuk memverifikasi riwayat-riwayat tersebut, tafsir Al-
Qurṭūbī yang mewakili tafsir aḥkām untuk memaparkan sisi hukum 
dari ayat-ayat tersebut yang ditopang dengan referensi dari kitab-
kitab fiqh, tafsir Al-Marāghī yang mewakili tipologi tafsir sosial-
budaya untuk memotret penafsiran ayat dilihat dari segi sosial 
kebudayaan, dan juga Al-Tafsīr Al-Munīr Wahbah al-Zuḥailī serta 
tafsir Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr karya Ibnu ‘Āshūr untuk perbandingan 
selanjutnya. 
 
Ayat-ayat Rada>’ah dan Pemaparan Maknanya 
Dalam bahasa Arab, kata rad}a>’ah merupakan salah satu 
bentuk derivasi dari akar kata rad}a’a yang berarti meminumkan ASI.1 
Sedangkan dalam istilah syara’, rad}a>’ah dimaknai dengan sampainya 
ASI manusia ke dalam perut seorang bayi yang usianya tidak lebih 
dari dua tahun.
2
 Dari kedua pengertian tersebut, tidak ada perbedaan 
berarti antara makna bahasa dan makna shara’ tentang rad}a>’ah. 
Sebaliknya, makna syara’ memberikan keterangan lebih yang 
membatasi pemberian ASI yang berimplikasi pada munculnya 
berbagai konsekuensi hukum. 
Di dalam Al-Qur'an termaktub tiga ayat yang berkaitan 
dengan rad}a>’ah. Ketiga ayat tersebut adalah: 
Ayat pertama: 
                                                     
1
 Ibnu Manẓūr, Lisān al-‘Arab, (Beirut: Dār Ṣādir, 2000), jld. 6, hlm. 166 
2
 ‘Abdurraḥmān al-Jazīrī, Al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba‘ah, (Kairo: Dār 
al-Ḥadīts, 2004), jld. 4, hlm. 194 
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 ِنَْيلِماَك ِنَْيلْوَح َّنُهََدلاَْوأ َنْعِضْرُي ُتاَِدلاَوْلاَو  َُهل ِدُولْوَمْلا َىلعَو َةَعاَض َّرلا َِّمتُي َنأ َداََرأ ْنَِمل 
اَهَِدلَوِب ٌةَِدلاَو َّرآَضُت َلا اَهَعْسُو َِّلاإ ٌسْفَن ُفَّلَكُت َلا ِفوُرْعَمْلِاب َّنُهُتَوْسِكَو َّنُُهقْزِر  ْوَم َلاَو ُهَّل ٌدُول
 الااَِصف اَداََرأ  ِْنإَف َِكلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا َىلَعَو ِهَِدلَوِب  اَمِهَْيلَع َحاَنُج َلاَف ٍرُواَشَتَو اَمُهْن ِّم ٍضاَرَت نَع
َنأ ْم ُّتدََرأ ِْنإَو مُتْمَّلَس اَِذإ  ْمُكَْيلَع َحاَنُج َلاَف ْمُكََدلاَْوأ ْاوُعِضْرَتْسَت  مُتْيَتآ ا َّم ِفوُرْعَمْلاِب  َالله ْاُوق َّتاَو
 ٌريِصَب َنُولَمْعَت اَِمب َالله ََّنأ ْاوَُملْعاَو 
Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma`rūf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 







 ْمُكَْيلَع ْتَم ِّرُح  ْمُكُتاَنَبَو ْمُكُتاَه َُّمأ  ِتُْخلأا ُتاَنَبَو َِخلأا ُتاَنَبَو ْمُكَُتلااَخَو ْمُكُتا َّمَعَو ْمُكُتاَوََخأَو  
 َُّمأَو َن ِّم مُكُتاَوََخأَو ْمُكَنْعَضَْرأ ِيتَّلالا ُمُكُتاَه  ِةَعاَض َّرلا ِيتَّلالا ُمُكُِبئاَبَرَو ْمُِكئآَسِن ُتاَه َُّمأَو  ِيف
مُتْلَخَد ِيتَّلالا ُمُِكئآَس ِّن ن ِّم مُكِروُجُح  َِئلاَحَو ْمُكَْيلَع َحاَنُج َلاَف َّنِِهب مُتْلَخَد ْاوُنوُكَت ْمَّل ِنإَف َّنِِهب ُل
َنأَو ْمُِكَبلاَْصأ ْنِم َنيِذَّلا ُمُِكئاَنَْبأ  ََفلَس ْدَق اَم ََّلاإ ِنْيَتُْخلأا َنْيَب ْاوُعَمْجَت  ا اميِح َّر ا ارُوفَغ َناَك َالله َِّنإ 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang 
perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-
laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; 
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, 
                                                     
3
 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, Al-Qur'an dan 
Terjemahnya, (Jakarta: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), juz. 2, 
hlm. 37 
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ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika 
kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 
maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan mengumpulkan (dalam 
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. (QS. Al-Nisā’ [4]: 23).4 
 
Ayat ketiga: 
 ْنِم َّنُهوُنِكَْسأ  َّنُك ِنإَو َّنِهَْيلَع اُوق ِّيَضُِتل َّنُهو ُّراَضُت َلاَو ْمُكِدْجُو نِّم مُتنَكَس ُثْيَح  ٍلْمَح َِتلاُوأ
 َُّنَهلْمَح َنْعَضَي ىَّتَح َّنِهَْيلَع اُوِقفَنؤَف ْمَُكل َنْعَضَْرأ ِْنإَف  مُكَنْيَب اوُرِمَتْأَو َّنُهَروُُجأ َّنُهوُتآَف
اَعَت ِْنإَو ٍفوُرْعَِمب ْمُتْرَس ىَرُْخأ َُهل ُعِضْرُتَسَف   
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 





Ketiga ayat di atas tidak memiliki sebab turun, sehingga 
tidak ada asbāb al-nuzūl yang bisa dikemukakan di sini. 
 
Munāsabah Ayat 
Seluruh Al-Qur'an merupakan sebuah kesatuan yang saling 
terkait satu sama lain. Dengan demikian, setiap ayat akan menjadi 
pendahuluan bagi ayat setelahnya, dan ayat setelahnya akan menjadi 
penyambung untuk ayat yang datang berikutnya. Kesinambungan 
                                                     
4
 Ibid., juz. 4, hlm. 81-82  
5
 Ibid., juz. 28, hlm. 559 
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pembahasan antar ayat ini dikenal dengan munāsabah āyāt yang 
merupakan salah satu cabang ilmu tersendiri dalam ulūm Al-Qur'an.6 
Terkait dengan ketiga ayat yang membahas tentang rad}a>’ah di atas, 
kita dapat menemukan munāsabah-nya dengan melihat keterkaitan 
antara ayat tersebut dengan ayat setelahnya.  
Munāsabah dari ayat rad}a>’ah pertama di atas, dapat kita 
cermati dari dua ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah [2]: 231-232). 
Dalam kedua ayat tersebut, Allah menyebutkan tentang pernikahan 
dan perceraian, sedangkan pada ayat ini (QS. Al-Baqarah [2]: 233), 
Allah menjelaskan tentang anak, dan hak persusuan yang terkait 
dengannya. Hal ini sangat masuk akal, karena lumrahnya—sebagian 
besar keluarga yang terbentuk dari suami dan istri akan memiliki 
anak. Bahkan, suami dan istri yang bercerai, memiliki kemungkinan 
telah memiliki anak dari pernikahan mereka sebelum bercerai.
7
 
Sedangkan munāsabah dari ayat kedua, yaitu (QS. Al-Nisā’ [4]: 23), 
dapat kita lihat dari beberapa ayat sebelumnya yang membahas 
tentang larangan-larangan Allah terhadap berbagai adat kebiasaan 
Jahiliyah seperti mewariskan perempuan atau pun izin untuk 
menikahi janda dari ayah kandung. Maka, pada ayat ini, Allah 
memerinci siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi oleh 
masing-masing laki-laki, termasuk di dalamnya adalah para 
perempuan yang menjadi ibu atau pun saudari sepersusuan. 
Adapun munāsabah dari QS. Al-Ṭalāq [65]: 6 bisa kita dapati 
dengan melihat dua ayat sebelumnya yang menerangkan tentang 
lamanya masa iddah seorang perempuan yang diceraikan oleh 
suaminya. Hal ini sangat sinkron dengan isi ayat ketiga dari tiga ayat 
yang sedang kita bahas saat ini yang menjelaskan apa saja hak 
seorang istri yang ditalak oleh suaminya, khususnya bagi mereka 
yang sedang hamil atau pun menyusui. Di antara hak-hak tersebut 
                                                     
6
 Muḥammad al-Zarkashī, Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-
Ma’rifah, 2002), jld. 1, hlm. 36; lihat juga Jalāluddīn al-Suyūṭī, Al-Itqān fī 
‘Ulūm al-Qur’ān, (Kairo: Dār al-Hadīts, 2006), jld. 2, hlm. 288 
7
 Abī ‘Abdillāh Muḥammad al-Qurṭubī, Al-Jāmi` li Aḥkām al-Qur’ān, (Kairo: 
Dār al-Ḥadīts, 2002), jil. 3, hlm. 148 
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adalah mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan rentang waktu 
berapa lama nafkah tersebut harus tetap diberikan.  
 
Penafsiran Ayat 
Pemberian ASI adalah salah satu perkara penting dalam 
proses reproduksi manusia. Ilmu kedokteran modern telah 
membuktikan bahwa anak yang diberikan ASI lengkap selama dua 
tahun, 90% lebih cerdas dan memiliki imunitas alami lebih kuat 
dibanding dengan anak-anak yang hanya diberikan susu formula saja. 
Oleh karena itu, Allah memberikan anjuran bagi para orang tua untuk 
memberikan hak susuan kepada anak mereka. Jika dalam keadaan 
normal, seorang ibu—kecuali pada kasus-kasus tertentu—pasti akan 
menyusui anak yang baru dilahirkannya, maka hal tersebut akan 
sedikit berbeda ketika kedua orang tua bercerai. Demi mengantisipasi 
hal tersebut, Al-Qur'an mengingatkan bahwa kendati kedua orang tua 
bercerai, kedua orang tua berkewajiban menunaikan hak anak untuk 
mendapatkan ASI.
8
   
Berbeda dengan Ibnu ‘Āshūr yang menyatakan bahwa kedua 
orang tua baik suami atau pun istri berkewajiban untuk menunaikan 
hak anak untuk mendapatkan ASI, al-Qurṭūbī mengemukakan bahwa 
ada perbedaan pendapat tentang apakah memberikan ASI merupakan 
kewajiban seorang ibu ataukah justru sebagai hak. Sebagian ulama 
mengatakan bahwa memberikan ASI adalah hak seorang istri yang 
sudah diceraikan oleh suaminya. Hal ini dibuktikan dengan struktur 
ayat yang menyatakan  َّنُهََدلاَْوأ َنْعِضْرُي ُتاَِدلاَوْلاَو dan bukannya 
berbunyi{ٍ ـهدلاوأ عاضر تاذناىنا ىهعو } sebagaimana yang dapat kita lihat 
pada struktur ayat {  ٍهقزر هن دىنىًنا ىهعوٍهجىسكو }. Akan tetapi hal 
tersebut berbeda ketika suami istri tidak bercerai. Pada keadaan 
normal tersebut, seorang ibu berkewajiban untuk memberikan ASI 
kepada anaknya. Pendapat kedua menyatakan bahwa kewajiban 
menyusui ada pada pihak suami jika ia telah mentalak istrinya. Akan 
tetapi, jika mantan istrinya mau menyusui anak yang ia lahirkan, 
                                                     
8
 Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āshūr, Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, (Beorut: 
Mu’assasah al-Tārikh al-‘Arabī, 2000), juz. 2, hlm. 408 
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maka ia lebih berhak atas upah menyusui dibandingkan perempuan 
lain yang mungkin untuk dimintai tolong menyusui si anak. Dengan 
syarat, mantan suaminya tersebut memiliki harta untuk membayar 
penyusuan tersebut. Dalam kasus jika anak dari keduanya menolak 
untuk menyusu kepada semua perempuan lain, maka ibunya 
berkewajiban untuk menyusui jatuh pada mantan istri. Namun, jika 
mantan istrinya tersebut memiliki halangan shar’i, maka kewajiban 
untuk memberikan ASI kembali kepada mantan suami. Pendapat 
senada juga dikemukakan oleh imam Malik bahwa jika seorang ayah 
tidak memiliki harta, demikian juga si anak, maka kewajiban 
memberikan ASI jatuh pada ibu. Jikalau ibunya tidak bisa 
memproduksi ASI tetapi memiliki harta yang dapat digunakan untuk 
membiayai penyusuan putranya pada perempuan lain, maka ia wajib 
mengusahakan penyusuan tersebut. Pendapat ini disanggah oleh 
imam Shāfi’ī yang menetapkan bahwa kewajiban memberikan ASI 
adalah salah satu tanggungjawab ayah, kakek, kakek buyut dan terus 
ke atas.
9
 Dari kedua pendapat di atas, penulis lebih setuju dengan 
pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa kewajiban untuk 
memberikan ASI kepada seorang anak, pada hakikatnya ada pada 
ayahnya, namun dalam beberapa kasus tertentu seperti ketika seorang 
ayah tidak memiliki biaya, maka kewajiban itu jatuh pada ibunya. 
Hal ini sangat masuk akal karena seorang anak adalah buah dari 
kedua orang tuanya. Maka, jika salah satu orang tuanya tidak mampu 
memenuhi hak anak tersebut, maka orang tua yang lainnya 
berkewajiban untuk menanggung hak tersebut. Dari sisi psikologis, 
sangat jarang terjadi seorang ibu menolak untuk menyusui anaknya, 
bahkan dengan tanpa dibayar sekalipun. Hal ini dilandasi oleh ikatan 
batin antara ibu dan anak yang telah dikandungnya selama kurang 
lebih sembilan bulan.  
 ِنَْيلِماَك ِنَْيلْوَح merupakan batasan waktu pemberian ASI. 
Menjelaskan hal ini, Al-Ṭabarī meriwayatkan banyak sekali hadis 
yang menyatakan bahwa ‚ḥaulain kāmilain‛ pada awalnya adalah 
perintah wajib bagi para ibu untuk menyusui anaknya selama dua 
                                                     
9
 Al-Qurṭubī, Al-Jāmi’, juz. 3, hlm. 161 
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tahun penuh. Akan tetapi bagian ayat selanjutnya yang menyatakan 
‚liman arāda an yutimma al-ra«ā`ah‛ menggantikan kewajiban 
tersebut menjadi anjuran. Artinya, jika seorang ibu tidak bisa atau 
tidak mau menyusui anaknya sampai benar-benar lengkap dua tahun, 
maka ia boleh menghentikan pemberian ASI tersebut dengan 
memusyawarahkan hal itu bersama ayah dari anak tersebut demi 
kemaslahatan bersama.
10
 Sebagaimana yang dijelaskan oleh lanjutan 
ayat ini yang berbunyi     ْنَِمل    َةَعاَض َّرلا َِّمتُي َنأ َداََرأ  . Ada hal menarik 
ketika membahas tentang masa pemberian ASI sebagaimana tertulis 
dalam ayat ini, yaitu menurut Jumhur Mufassirin sebagaimana yang 
dikutip oleh al-Qurṭūbī, bagian ayat ini juga menunjukkan bahwa 
masa mengandung minimal (yang memungkinkan seorang bayi lahir 
dan hidup tanpa bantuan alat medis) adalah 6 bulan dengan 
mempertimbangkan QS. Al-Aḥqāf ayat 15:  َنوُثلاَث ُُهلاَصِفَو ُُهلْمَحَو{
}اارْهَشyang menyatakan bahwa mengandung dan menyapihnya selama 
30 bulan
11
 atau 2 tahun lebih enam bulan. Dari teori medis, hal ini 
memang masuk akal, tetapi yang mengusik penulis adalah pendaat 
yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa 
pembatasan dua tahun tersebut hanya berlaku untuk para bayi yang 
dikandung selama enam bulan dan tidak lebih. Hal ini tentu saja 
berimplikasi pada berkurangnya masa menyusui bagi para ibu yang 
mengandung anaknya selama lebih dari enam bulan. Sebab, jika 
seorang anak dikandung selama sembilan bulan, maka ia hanya 
berhak untuk mendapatkan ASI selama 21 bulan saja. Belum lagi jika 
si anak berada dalam kandungan lebih dari 9 bulan. Untuk hal ini, 
penulis lebih condong untuk memaknai ‚dua tahun penuh‛ 
sebagaimana adanya, yaitu seorang ibu menyusui anaknya selama dua 
tahun penuh terhitung setelah proses melahirkan dan bukan terhitung 
sejak janin terbentuk dalam perut ibunya.  
اهعسو لاإ سفن فلكت لا فورعملاب نهتوسكو نهقزر َُهل ِدُولْوَمْلا َىلعَو 
seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan sandang, 
pangan, dan papan kepada istrinya (termasuk di dalamnya seorang 
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 Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl Āyi al-Qur’ān, 
(Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000), juz. 5, hlm. 38  
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 al-Qurṭubī, Al-Jāmi’, juz. 3, hlm. 163 
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istri yang telah ditalak namun masih menyusui putra dari suami 
tersebut) dengan sebaik mungkin sesuai dengan kadar kesanggupan 
suami. Kadar kesanggupan ini menjadi acuan bahwa seorang suami 
tidaklah dibebani tanggungjawab untuk memberikan nafkah materi 
kepada istrinya melebihi apa yang ia mampu usahakan. 
Sesungguhnya Allah tidaklah membebani seseorang melebihi kadar 
kemampuannya.  
Sedangkan bagian ayat    َاَهَِدلَوِب ٌةَِدلاَو َّرآَضُت َلا َو َىلَعَو ِهَِدلَوِب ُهَّل ٌدُولْوَم َلا
 َِكلذ ُلْثِم ِثِراَوْلا  memberikan kita tuntunan bahwa hendaklah seorang 
istri yang telah dicerai tidak menolak untuk menyusui putranya hanya 
dengan tujuan agar dia bisa membalas dendam kepada mantan 
suaminya, atau untuk mendapatkan biaya tinggi melebihi batas 
kewajaran. Demikian juga sebaliknya, seorang suami tidak 
dibenarkan melarang istri yang telah diceraikannya untuk menyusui 
putranya demi mempermainkan perasaan seorang ibu kepada 
anaknya. Perintah untuk tidak saling merugikan ini tidak hanya 
terbatas pada suami dan istri saja, tapi juga berlaku untuk pihak-
pihak yang menjadi ahli waris anak. Sebagaimana tertuang dalam 
ayat   َِكلذ ُلْثِم ِثِراَوْلا َىلَعَو.  Meski demikian, tidak ada kata sepakat di 
antara para mufassir tentang siapa yang masuk dalam kategori ahli 
waris si anak yang bertanggungjawab untuk mengurus susuan ASI 
baginya jika kedua orang tuanya meninggal. Mujāhid dan ‘Aṭā‘ 
mengatakan bahwa ahli waris yang bertanggung jawab dalam hal ini 
adalah ahli waris dari pihak ayah saja. Sedangkan Isḥāq dan Aḥmad 
menjelaskan bahwa ahli waris yang bertanggungjawab untuk 
mengurus pemberian ASI adalah ahli waris dari kedua belah pihak, 
baik pihak suami ataupun pihak ibu. Tidak ada pembedaan dari pihak 
suami atau pun istri, siapa yang lebih bertanggungjawab dan siapa 
yang lebih tidak menanggung beban tanggungjawab dalam hal ini. 
Hanya saja, kedekatan hubungan keluarga menjadi standar 
tanggungjawab tersebut. Seperti seorang kakek lebih 
bertanggungjawab atas cucunya dibanding dengan seorang paman, 
dan seterusnya demikian. Namun demikian, pendapat Abū Ḥanīfah 
juga berbeda. Ia berpendapat bahwa kewajiban untuk menafkahi dan 
memberikan ASI kepada seorang anak yang telah yatim piatu adalah 
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semua pihak yang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. 
Menengahi perbedaan pendapat ini, Sufyān mengatakan bahwa yang 
bertanggungjawab untuk memberikan ASI jika ayah seorang anak 
meninggal adalah ibunya yang masih hidup, dan jika ibunya juga 
meninggal, maka kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris terdekat 
dilihat dari hak warisan yang ia dapatkan dari si anak.
12
 Dari ketiga 
pendapat di atas, penulis lebih memilih pendapat terakhir yang 
ditawarkan oleh Sufyān yang membebankan kewajiban pemberian 
ASI kepada siapa yang terdekat hubungan darahnya dengan si anak. 
Hal ini sangat rasional dari sisi psikologis, karena wajarnya orang 
yang hubungan darahnya lebih dekat memiliki hubungan emosional 
lebih kuat dibanding dengan orang yang tidak memiliki hubungan 
darah sama sekali. Hal ini didasarkan pada tabiat manusia yang 
menghargai pertalian darah sebagai salah satu faktor penting 
penunjang kehidupannya. 
Jika pendapat sebelumnya mengatakan bahwa perintah yang 
dialamatkan kepada para ahli waris berkenaan dengan kewajiban 
pemberian ASI, maka menurut al-Qurṭūbī, perintah ini kembali pada 
larangan untuk membahayakan pihak lain, sebagaimana seorang 
mantan suami dilarang untuk berbuat sesuatu yang membahayakan 
atau menyusahkan mantan istrinya, dan demikian juga sebaliknya. 
Tawaran ini didasarkan pada kaidah nahwu, bahwa ḍamīr selalu 
dikembalikan kepada yang terdekat dengannya. Dengan demikian, 
kewajiban tersebut hanya berkaitan dengan kewajiban untuk tidak 




   َع الااَِصف اَداََرأ  ِْنإَفاَمِهَْيلَع َحاَنُج َلاَف ٍرُواَشَتَو اَمُهْن ِّم ٍضاَرَت ن  ayat ini 
menawarkan pilihan bagi suami istri yang ingin memberhentikan 
masa pemberian ASI kurang dari dua tahun dengan alasan-alasan 
yang bisa diterima. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa kita 
diperbolehkan untuk berijtihad dalam menentukan berapa lama masa 
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 Al-Ṭabarī, Jāmiʻ al-Bayān, jld. 2, hlm. 2 
13
 Al-Qurṭūbī, Al-Jāmiʻ, jld. 3, hlm. 152 
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pemberian ASI selama hal itu disepakati bersama antara suami dan 
istri serta demi kemaslahatan si anak.
14
 
 َّلَس اَِذإ  ْمُكَْيلَع َحاَنُج َلاَف ْمُكََدلاَْوأ ْاوُعِضْرَتْسَت َنأ ْمُّتدََرأ ِْنإَو َالله ْاُوق َّتاَو ِفوُرْعَمْلِاب مُتْيَتآ ا َّم مُتْم
 ٌريِصَب َنُولَمْعَت اَِمب َالله ََّنأ ْاوَُملْعاَو    
Ayat di atas, memberikan kelonggaran bagi orang tua yang 
ingin menyusukan anaknya kepada perempuan selain ibunya dengan 
berbagai sebab. Dengan syarat, memberikan nafkah pembiayaan 
proses pemberian ASI tersebut sesuai dengan kebiasaan yang ada 
menurut tempat tinggal masing-masing. Batasan kebiasaan inilah 
yang kemudian dijadikan standar utama dalam pemberian upah, 
sehingga seorang suami terhindar dari predikat terlalu kikir atau 
terlalu royal dalam pembiayaan tersebut. Maka, hendaklah masing-
masing dari suami atau pun istri tersebut bertakwa kepada Allah dan 
berhati-hati dalam menunaikan hak orang lain yang ada padanya; 
baik hak suami terhadap istri, hak istri kepada suami, atau pun juga 
hak anak atas kedua orang tuanya, termasuk di dalamnya, hak untuk 
mendapatkan pemberian ASI dengan baik.
15
 
 ْمُكُتاَنَبَو ْمُكُتاَه َُّمأ ْمُكَْيلَع ْتَم ِّرُح  َِخلأا ُتاَنَبَو ْمُكَُتلااَخَو ْمُكُتا َّمَعَو ْمُكُتاَوََخأَو ِتُْخلأا ُتاَنَبَو
 َن ِّم مُكُتاَوََخأَو ْمُكَنْعَضَْرأ ِيتَّلالا ُمُكُتاَه َُّمأَو ... ِةَعاَض َّرلا  
Ayat tersebut menjelaskan siapa saja yang masuk dalam 
kategori diharamkan  untuk dinikahi oleh umat muslim. Perlu diingat 
bahwa dalam ayat di atas, Allah tidak menyebutkan kata nikah itu 
sendiri dengan eksplisit, tetapi hanya menampilkan kata ‚ḥurrimat 
‘alaikum‛, karena konteks ayat telah menunjukkan hal itu.16 Ketika 
kita cermati, dalam ayat di atas, hanya menyebutkan ibu dan saudara 
sesusuan sebagai salah satu perempuan yang haram untuk dinikahi. 
Hal ini tidak kemudian hanya membatasi pada keduanya saja, tetapi 
juga mencakup, keponakan sesusuan, bibi susuan, nenek susuan, dan 
seterusnya ke atas—baik dari pihak ayah atau pun ibu susuan—, 
sebagaimana  mereka semua diharamkan dengan pertalian darah. 
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 Wahbah al-Zuhailī, Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharīʻāh wa al-
Manhaj, (Beirut: Dār al-Fikr al-Muʻāṣir, 1998), jld. 2, hlm. 366 
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 Al-Ṭabarī, Jāmiʻ al-Bayān, jld. 2, hlm. 66-67 
16
 Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, Tafsīr al-Marāghī, (Beirut: Dār al-Fikr, 
2001), jld. 2, hlm. 125 
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Pengharaman pernikahan bagi seseorang dengan keluarga dari 
ibu yang menyusuinya—bukan ibu biologisnya—sebenarnya bukan 
tanpa tujuan. Dalam dunia medis telah dibuktikan bahwa ASI 
memiliki kemampuan untuk menghilangkan beberapa jenis antibodi 
dari tubuh bayi dan mengubah strukturnya sehingga mendekati 
susunan antibodi saudara sesusuannya. Fenomena yang sama terjadi 
pada proses transfusi darah yang dilakuka beberapa kali sebelum 
transplantasi organ tubuh. Penyesuaian antibodi antara pemberi dan 
penerima organ bisa menekan kinerja zat antibodi yang bertugas 
mengusir benda asing yang memasuki tubuh. Penyesuaian ini persis 
seperti penyesuaian antibodi yang terjadi antara ibu dan anaknya. 
Dengan demikian, semakin dekat hubungan kekerabatan baik secara 
biologis maupun susuan menentukan tingkat kesamaan struktur 
jaringan tubuh. Dan pernikahan antara dua kerabat dekat akan 
menyebabkan degenerasi karakter karena terjadi penyusutan sifat 
bawaan positif yang terkandung dalam kode genetika dan semakin 
menyebarnya sifat-sifat negatif yang seharusnya terkikis secara 
alamiah dalam kode genetika tersebut. Kode genetika dan sifat-sifat 
yang dibawanya diciptakan secara berpasangan dan biasanya, sifat-
sifat positif akan mengalahkan sifat negatif kecuali dalam beberapa 
kondisi tidak normal, di antaranya ketika kode genetika bertemu 
dengan kode genetika lain dengan struktur jaringan tubuh yang 




Syarat Rada}>’ah yang Berimplikasi pada Pengharaman Pernikahan 
Dalam bagian sebelumnya telah dituliskan bahwa ASI 
menjadi penyebab seseorang diharamkan untuk menikahi orang-orang 
tertentu sebagaimana ia diharamkan untuk menikahi orang-orang 
tertentu pula lantaran hubungan darah. Meski demikian, tidak semua 
ASI yang diminum memiliki konsekuensi tersebut. Ada beberapa 
syarat mutlak yang menjadikan diharamkan menikahi orang-orang 
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 Zaghlūl al-Najjār, Buku Induk Mukjizat Ilmiah Hadis Nabi, (Jakarta: 
Mizan, 2010), hlm. 345 
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tertentu lantaran ASI yang diminumnya selain dari ibu kandung yang 
dimiliki. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: 
a. ASI tersebut harus berasal dari manusia. Para ulama berbeda 
pendapat tentang syarat pertama ini. Ḥanābalah 
mensyaratkan bahwa ASI tersebut haruslah terproduksi 
lantaran proses kehamilan. Jika ada seorang perempuan yang 
memiliki ASI tanpa proses kehamilan, maka bayi yang ia 
susui tidak akan memiliki konsekuensi sebagai anak susuan. 
Sedangkan imam Shāfi‘ī menambahkan bahwa ASI tersebut 
haruslah keluar dari seorang perempuan yang masih hidup 
dan berusia minimal 9 tahun qamariyyah. Syarat ini 
dikemukakan oleh Shāfi‘ī untuk memberikan batasan jelas 
bahwa seorang bayi yang mendapatkan ASI dari seorang 
perempuan yang baru saja meninggal atau anak perempuan 
yang belum baligh tidaklah masuk dalam kategori yang 
memiliki beberapa konsekuensi khusus. Sedangkan Jumhūr 
‘ulamā’ tidak mensyaratkan apapun terkait dengan hal ini.18  
b. ASI tersebut harus asli dan dalam bentuk cair19, jika telah 
mengalami proses pembekuan atau proses lain sehingga 
menjadi produk turunan susu seperti keju, yogurt, es krim, 
dll., maka tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap 
mereka yang meminumnya. 
c. ASI tersebut harus benar-benar dipastikan masuk ke dalam 
lambung bayi yang disusui, baik dengan cara meminum 
langsung atau melalui gelas dan botol. Namun, syarat ini 
hanya diberlakukan oleh Ḥanafiyyah, sedangkan Mālikiyyah 
hanya mensyaratkan ASI tersebut diperkirakan masuk dari 
mulut bayi ke dalam lambungnya, meski tanpa prosentase 
keyakinan. Menengahi hal ini, Syāfi‘iyyah dan Ḥanābalah 
mensyaratkan lima kali menyusu dalam waktu yang 
berbeda.
20
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 Wahbah al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Beirut: Dār Fikr al-
Mu‘āṣir, 2002), hlm. 8283 
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 Al-Jazīrī, Al-Fiqh, jld. 4, hlm. 197 
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 Al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī, hlm. 8284 
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d. ASI yang masuk kedalam perut bayi tersebut harus melalui 
mulut atau hidung. Masuknya ASI melalui mulut tidak selalu 
harus dengan proses bayi meminum sendiri ASI tersebut, 
tetapi juga dengan cara menuangkan—mencekoki—bayi 
dengan ASI. Sedangkan proses masuknya ASI melalui hidung 
dianggap juga sebagai memberikan nutrisi kepada si bayi, 
karena lubang hidung terhubung langsung dengan otak. 
Sedangkan untuk kasus menyuntikkan ASI ke dalam aliran 
darah atau meneteskan ASI ke dalam mata, telinga, atau luka 
menganga, Ḥanafiyyah dan Syāfi‘iyyah sepakat untuk tidak 




e. Ḥanafiyyah dan Mālikiyyah mensyaratkan ASI tidak boleh 
bercampur dengan bahan lain termasuk susu hewan. Akan 
tetapi jika jumlah ASI lebih banyak prosentasenya dibanding 
dengan bahan lain tersebut, maka ia tetap dihukumi sebagai 
ASI sebagaimana ASI murni dan memiliki konsekuensi 
hukum dalam shariat. Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa jika 
ASI tersebut telah tercampur dengan bahan lain otomatis ia 
tidak memiliki konsekuensi hukum, berapa pun 
prosentasenya. Sebab, bahan makanan akan melemahkan 
kandungan susu sehingga tidak akan mencukupi syarat 
sebagai makanan bayi. Dengan kata lain, meski terlihat susu 
tersebut lebih dominan daripada bahan makanan yang 
dicampurkan padanya, namun fungsinya sebagai sumber 
makanan bayi tetap terkalahkan oleh bahan makanan 
tersebut. Sedangkan dalam kasus jika ASI tersebut 
merupakan campuran dari dua orang ibu, Abū Ḥanīfah dan 
Abū Yūsuf mengatakan bahwa konsekuensi hukumnya 
berlaku bagi keturunan ibu yang memberikan ASI dengan 
prosentase jumlah terbanyak. Apabila kedua ibu tersebut 
memberikan ASI dengan jumlah setara, maka keturunan 
keduanya menjadi saudara sesusuan bagi si bayi. Berbeda 
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dengan pendapat tersebut, Mālikiyyah mengatakan bahwa 
berapapun prosentase jumlah ASI yang diberikan oleh 
masing-masing ibu tersebut memiliki konsekuensi hukum 
yang sama bagi bayi yang meminumnya.
22
 
f. Proses penyusuan ASI tersebut hanya berlaku ketika anak 
berumur dua tahun atau kurang dari itu. Selebihnya, tidak 
dianggap sebagai penyusuan ASI yang memiliki konsekuensi 
hukum dalam Islam. Selain didasarkan pada ayat rad}a>’ah di 
atas, pendapat ini juga dikuatkan dengan beberapa hadis, 
seperti: 
))ٍٍنىحنا ًف ٌاك اي لاإ عاضر لا((23و ِّرحٌ لا(( و ؛  قحف اي لاإ عاضرنا ٍي
))واطفنا مثق ٌاكو يذثنا ًف ءاعيلأا24 ؛))لاصف ذعت عاضر لا(( و25؛  لا(( و
))ىحهنا ثثَأو ىظعنا سشَأ اي لاإ عاضر26 
Kendati demikian, Imam Mālik menambahkan waktu dua 
bulan di luar dua tahun tersebut dengan alasan bahwa 
biasanya seorang anak membutuhkan waktu dua bulan untuk 
beradaptasi ketika fase pengalihan dari ASI kepada makanan 
padat. Sedangkan Imam Abū Ḥanīfah menambahkan waktu 
enam bulan, sehingga waktu menyusui genap menjadi 30 
bulan sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Qur'an, di 
samping seorang anak pastilah juga membutuhkan waktu 
dalam proses pengalihan makanan tersebut. 
Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama 
sepakat bahwa pemberian ASI memiliki konsekuensi hukum 
diharamkannya seorang anak susuan untuk menikahi ibu yang 
menyusuinya, saudari perempuan sesusuannya, dan juga bibi serta 
nenek susuannya. Meski demikian, untuk menentukan kadar ASI dan 
hal-hal yang berkaitan dengan sifat dari ASI itu sendiri ulama 
berbeda pendapat satu sama lain. Hal ini disebabkan—salah 
satunya—lantaran tidak ada keterangan rinci terkait dengan hal 
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 Al-Jazīrī, Al-Fiqh, jld. 4, hlm. 197 
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 Diriwayatkan oleh Al-Bukhārī pada Kitāb al-Nikāḥ. 
24 Sunan Ibnu Mājah, hadith no. 1936 
25 Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah pada Kitāb al-Nikāḥ 
26 Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, hadith no. 1764 
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tersebut di dalam ayat rad}a>’ah itu sendiri ditambah dengan adanya 
beberapa hadith yang terlihat saling berlawanan satu sama lain. 
Namun hal ini tidak lantas menjadi acuan bagi kita untuk saling 
terpecah belah dan saling mencaci, tetapi sebagai sarana latihan 
untuk saling menghormati pendapat satu sama lain.  
 
Kadar ASI yang Mengharamkan Pernikahan 
Tidak ada kata sepakat di antara para ulama terkait dengan 
jumlah kadar ASI yang memiliki konsekuensi hukum dalam Islam, di 
antaranya pengharaman nikah dengan perempuan-perempuan yang 
memiliki hubungan sesusuan.  
1. Ash-Syāfi’iyyah dan Ḥanābalah berpendapat bahwa kadar 
ASI yang memiliki konsekuensi hukum pengharaman nikah 
adalah jika proses penyusuan tersebut telah mencapai jumlah 
lima kali atau lebih, dan untuk setiap kali penyusuan tersebut 
disyaratkan seorang bayi menyusu dalam waktu normal 
sebagaimana bayi-bayi lainnya menyusu kepada ibunya untuk 
satu kali penyusuan. Pendapat pertama ini mendasarkan 
pendapatnya pada beberapa dalil sebagai berikut: 
a. Hadis yang meriwayatkan tentang lima kali susuan 
sebagai standar minimal seorang anak dapat disahkan 
sebagai anak susuan: 
 رشع ٌآرقنا ٍي الله لسَأ اًٍف ٌاك :ثناق اهُع الله ًضر ةشئاع ٍع
 ٍيرحٌ تايىهعي تاعضرتايىهعي صًخت ٍخسَ ىث27 
Dari Aishah RA berkata: ‚Di antara yang diturunkan 
Allah sebagai bagian dari Al-Qur'an adalah bahwa 
sepuluh kali penyusuan yang diketahui dapat 
mengharamkan—untuk menikah—kemudian di-naskh 
dengan lima kali penyusuan. (HR. Bukhārī, Tirmidhī) 
 
b. Sesungguhnya alasan pengharaman nikah karena sebab 
penyusuan di antaranya adalah lantaran ASI yang 
diberikan kepada seorang bayi mampu mengubah 
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 Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadis no. 2634 & 2635; al-Tirmidhī, Sunan al-
Tirmidhī, hadis no. 1070 
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sebagian sifat tubuh yang dimasukinya, di samping ASI 
juga dapat menumbuhkan daging dan tulang. Dan hal itu 
tidak terjadi kecuali dengan proses penyusuan sehari 
penuh yang setidaknya mencapai jumlah lima kali susuan 
dalam lima waktu yang terpisah-pisah. 
c. Dalam hadis Muslim disebutkan bahwa sesapan ASI yang 
kurang dari lima kali tidak mengharamkan pernikahan: 
))ٌاحصًنا وأ ةصًنا ورحج لا((28 
‚Tidaklah mengharamkan—pernikahan—satu atau dua 
sesapan ASI‛ (HR. Muslim). 
 
Dalam riwayat lain disebutkan: 
.))ٌاحجلايلإاو ةجلايلإا لاو ٌاحصًناو ةصًنا ورحج لا((29 
2. Ḥanafiyyah dan Mālikiyyah 
Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Mālikiyyah 
dan Ḥanafiyyah, penyusuan ASI yang mengharamkan 
pernikahan, tidak memiliki batasan jumlah minimal. Artinya, 
sedikit atau banyak ASI yang masuk ke dalam perut bayi dari 
perempuan yang bukan ibunya cukup menjadikannya haram 
menikahi saudari sesusuannya dan seterusnya. Pendapat 
kedua ini didasarkan pada beberapa dalil sebagai berikut: 
a. Firman Allah: 
﴿  ْمُكَنْعَضَْرأ ِيتَّلالا ُمُكُتاَه َُّمأَو﴾ 





Dalam ayat tersebut sama sekali tidak disebutkan 
apakah para ibu tersebut hanya dikhususkan untuk 
mereka yang menyusui ASI dalam kadar tertentu. 
                                                     
28
 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, hadis no. 2628, 2631; al-Tirmidhī, Sunan al-
Tirmidhī, hadis no. 1069, al-Nasāi, Sunan al-Nasā’ī, hadis no. 3527 
29
 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, hadis no. 2629, al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī, hadis 
no. 3256, Aḥmad, Musnad Aḥmad, hadis no. 25639 
30
 Lajnah Tashih Al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, juz. 4, 
hlm. 81 
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Sebaliknya ayat di atas menggunakan lafaz umum yang 
menunjukkan baik sedikit atau banyak jumlah ASI yang 
telah mereka berikan, para ibu yang menyusui itu haram 
dinikahi oleh anak yang disusuinya. 
b. Hadis Rasul yang berbunyi: 
))ةسُنا ٍي ورحٌ اي عاضرنا ٍي ورحٌ((31 
‚Diharamkan karena persusuan sebagaimana yang 
diharamkan karena nasab‛. (HR. Bukhārī Muslim). 
 
Hadis di atas hanya mengkaitkan pengharaman dengan 
penyusuan dan tidak dijelaskan syarat kadar minimal dari 
penyusuan tersebut. Dengan demikian, pengharaman 
pernikahan tersebut mencakup semua persusuan baik 
yang banyak atau sedikit. 
c. Persusuan ini berkaitan dengan hukum pengharaman, 
yang dalam kaidah pengharaman, tidak dibedakan antara 
yang sedikit atau pun yang banyak. maka begitu juga 
yang berlaku dalam hal persusuan ini. Baik sedikit atau 
pun banyak tidak menjadi soal, asalkan persusuan 





Hukum Bank ASI 
Perkembangan ilmu genetika dan kesehatan banyak 
mengalami kemajuan pesat sejak abad ke-19. Di antara pencapaian 
tersebut adalah ditemukannya zat kolostrum dalam ASI yang 
memiliki fungsi tidak tertandingi dalam pembentukan antibodi dan 
kekebalan manusia juga pembentukan karakter serta kecerdasan 
manusia. Penemuan ini bukan sekadar berpengaruh pada perilaku 
jamak di kalangan ibu-ibu untuk menyusui anaknya dengan ASI 
murni, namun juga memunculkan sebuah trend baru dalam bisnis 
                                                     
31
 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadis no. 2451; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, 
hadis no. 2621  
32
 Al-Zuḥaili, Al-Fiqh al-Islāmī, hlm. 8285 
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perbankan yang kemudian memunculkan bank ASI. Sebuah bank 
yang khusus melayani nasabah yang berkaitan dengan penyimpanan 
atau pun pembelian ASI murni. Ketika hanya dilihat dari sisi daya 
gunanya, bank ASI ini tentu saja memberikan manfaat yang sangat 
besar bagi perkembangan manusia yang sempurna. Akan tetapi, jika 
ditilik dari hukum Islam, ada hal-hal yang perlu mendapat 
pertimbangan lebih dari sekadar pertimbangan untuk mendapatkan 
manfaat dari kolostrum yang ada di dalam ASI tersebut. 
Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum Bank 
ASI. Sebagian mereka membolehkannya, dan sebagian yang lainnya 
mengharamkannya berdasarkan pertimbangan konsekuensi hukum 
yang mungkin akan melingkupinya. 
Kelompok yang membolehkannya praktek Bank ASI 
menyandarkan pendapat mereka pada keputusan Muktamar Majlis 
Pusat Kajian Fiqh Islam II yang dilaksanakan di Jeddah dari tanggal 
10-16 Rabī’ al-Awwal yang bertepatan dengan tanggal 22-28 
Desember 1985 tentang Bank ASI. Di antara isi keputusan tersebut 
adalah: 
‚Setelah melakukan pengkajian dari sisi fiqh dan medis 
terkait dengan Bank ASI, dan setelah mempertimbangkan dua kali 
kajian serta mendiskusikan berbagai sisi objek kajian tersebut, 
menetapkan: 
1. Bank ASI merupakan salah satu bentuk eksperimen Barat 
yang mungkin memilik efek negatif sehingga suatu saat akan 
mengalami pasang surut. 
2. Islam menganggap bahwa pihak yang memberikan ASI 
memiliki hukum sama seperti keluarga sedarah. Dengan 
demikian, penyusuan ASI berimbas pada pengharaman semua 
hal yang diharamkan karena nasab dan keturunan. Di antara 
hikmah dari pengharaman tersebut adalah untuk menjaga 
pohon nasab dari sebuah keluarga. Sedangkan jika pada Bank 
ASI dan setiap orang berhak untuk mendapatkan ASI yang 
didonorkan oleh para ibu-ibu yang mungkin namanya sudah 
tidak dapat ditelusuri lagi. Dan itu semua mengakibatkan 
percampuran serta keraguan untuk menentukan siapa 
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sebenarnya pemilik ASI tersebut dan siapa saja keluarganya 
yang tentunya tidak boleh dinikahi sebagaimana hukum yang 
berlaku bagi keluarga karena pertalian darah. 
3. Hubungan sosial dalam masyarakat Islam memberikan 
kesempatan bagi para bayi yang dilahirkan dengan kebutuhan 
khusus untuk mendapatkan ASI dengan cara yang penuh 
kasih sayang, hal tersebut tentunya tidak akan didapatkan 
dari Bank ASI. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diputuskan: 
 
Pertama : Melarang dibentuknya Bank ASI dalam masyarakat Islam. 




Sedangkan pihak yang membolehkan pembentukan Bank ASI 
ini di antaranya adalah Yūsuf al-Qaraḍāwī, mengatakan:  
‚Kita tidak mendapati apa yang melarang kita untuk 
membentuk Bank ASI ini selama dapat menunjang maslahah 
dan menghindarkan bahaya bagi umat Islam, sebagaimana 
pendapat mereka yang membolehkan hal ini. Sebagian orang 
memang mengatakan: ‚Mengapa kita tidak mengambil 
langkah yang lebih berhati-hati dan keluar dari khilaf ini, 
sehingga terlepas dari perkara syubhat?‛, maka saya 
menjawab: ‚Ketika seseorang menentukan hukum bagi 
dirinya maka tidak masalah ketika ia lebih memilih untuk 
lebih berhati-hati, bahkan jikalau ia meninggalkan apa-apa 
yang sebenarnya tidak masalah untuk dilakukan demi 
menghindari apa yang memang sebenarnya tidak boleh. Akan 
tetapi ketika berhubungan dengan masyarakat umum dan 
maslahat banyak orang, maka lebih baik bagi penentu 
kebijakan fatwa untuk menfatwakan apa yang lebih mudah, 
dan bukan apa yang lebih sulit dengan tanpa 
mengesampingkan teks-teks terkait dan juga kaidah-kaidah 
pokok dalam penentuan hukum. Karena inilah, salah satunya 
mengapa para faqih lebih dituntut untuk memberikan 
keringanan. Belum lagi ditambah dengan kenyataan bahwa 
era kita saat ini begitu membutuhkan kemudahan dan 
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kelembutan bagi pemeluk agama Islam. Dengan demikian, 
terkait  dengan perkara Bank ASI sudah seharusnya 
mempersempit wilayah pengharamannya‛.34 
 
Beberapa alasan yang mendasari fatwa yang dikemukakan 
oleh al-Qaraḍāwī adalah: 
1. Jika alasan mengapa ASI berimplikasi pada pengharaman 
pernikahan di antara saudara sesusuan adalah lantaran ASI 
mempu menumbuhkan tulang dan daging, maka seharusnya 
pendonoran darah yang sering dilakukan saat ini lebih 
mewakili hal tersebut. Karena darah yang didonorkan 
langsung ke dalam saluran darah akan lebih cepat diserap 
tubuh dibandingkan dengan ASI yang masuk melalui 
lambung. Akan tetapi, ajaran agama kita tidak didasarkan 
pada pengandaian seperti itu. Dan pengandai-andaian hanya 
akan menarik kita pada kesimpulan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Qur'an dengan jelas 
dituliskan: ﴿ ْمُكَنْعَضَْرأ ِيتَّلالا ُمُكُتاَه َُّمأَو﴾  ‚dan diharamkan bagi 
kalian—menikahi—para ibu yang telah menyusui kalian‛. 
Sifat keibuan yang disebutkan dalam ayat tersebut tidaklah 
dapat digantikan dengan sekadar mengambil ASI, akan tetapi 
berkaitan erat dengan kasih sayang dan hubungan mendalam 
antara seorang perempuan dengan anak yang ia susui. Inilah 
sejatinya yang disebut dengan proses penyusuan, bukan 
sekadar memasukkan, menyuntikkan, menuangkan, atau pun 
meneteskan ASI  ke dalam tubuh seorang bayi. 
2. Harus dipastikan bahwa bayi yang disusukan kepada 
perempuan selain ibunya telah meminum lebih dari lima kali 
susuan yang diyakini sebagai pendapat paling kuat terkait 
dengan jumlah minimal sebuah susuan memiliki implikasi 
hukum dalam Islam—sebagaimana yang telah disebutkan 
sebelumnya. Jika tidak dapat dipastikan berapa banyak ASI 
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 Yūsuf al-Qaraḍāwī, Min Hudā al-Islām Fatāwā Muʻāṣirah, (Manṣūrah: 
Dār al-Wafā’ li al-Ṭibāʻah wa al-Nashr wa al-Tauzīʻ, 1994), jld. 2, hlm. 555 
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yang masuk ke dalam perut si bayi, maka hukum tidak 
berlaku atasnya. 
3. Dalam karangan-karangan Ḥanafiyyah disebutkan: ‚Jika ada 
seorang bayi perempuan yang disusui oleh beberapa 
perempuan dari sebuah desa, kemudian tidak diketahui secara 
jelas siapa para perempuan tersebut, maka jika suatu saat 
bayi perempuan itu dewasa dan menikahi salah satu pemuda 
dari desa tersebut, maka pernikahannya sah. Karena hukum 
kebolehan nikah adalah perkara pokok yang tidak dapat 
dihapus atau digantikan dengan dasar keraguan—tentang 
siapa para ibu yang dulu pernah menyusuinya‛.35  
Mencermati kedua pendapat di atas, penulis berpendapat 
bahwa Bank ASI merupakan salah satu perkara khilāfiyyah yang 
belum ada teks Al-Qur'an atau pun Hadith yang secara langsung 
menerangkan tentang hukumnya. Oleh karenanya, hukum terkait hal 
itu hanya bisa dilakukan dengan jalan ijtihad. Ketika setiap kelompok 
memiliki dalil tersendiri yang menguatkan pendapat kelompoknya, 
maka bagi tiap-tiap dari mereka untuk melakukan apa yang mereka 
yakini tanpa memaksakan pendapatnya kepada pihak yang lain. Hal 
terpenting dalam masalah ini adalah rasa tenggang rasa antar 
kelompok. Bukankah setiap hasil ijtihad akan mendapatkan pahala 
dari Allah: bagi yang benar mendapatkan dua pahala dan yang salah 
dengan satu pahala. Namun demikian, penulis lebih condong untuk 
membolehkan pendirian Bank ASI ini. Di samping berdasarkan dalil 
yang telah dikemukakan sebelumnya, sudah selayaknya kita juga 
mempertimbangkan perkembangan teknologi saat ini. Jika inti 
perdebatan ini adalah lantaran kekhawatiran tidak diketahuinya ASI 
siapa akan diminum siapa, maka solusinya adalah dengan pencatatan 
yang cermat dan teliti dalam proses pelaksanaannya. Dari siapa saja 
ASI tersebut didapatkan dan diberikan kepada siapa, lengkap dengan 
semua data keluarga yang bersangkutan dan alamatnya. Dengan 
demikian, masalah kekurangan gizi dan pembentukan pemuda muslim 
yang cerdas dan kuat dapat dimaksimalkan dengan memberikan ASI 
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murni kepada sesama muslim yang membutuhkan melalui Bank ASI 
yang terbentuk.   
 
Antara Donor Darah dan Donor ASI 
Perkembangan ilmu pengetahuan terus berlari dari waktu ke 
waktu. Penemuan-penemuan baru semakin bertambah demi kebaikan 
dan kemajuan manusia. Di antara penemuan-penemuan tersebut 
adalah penemuan cara ‚menyimpan‛ ASI dan darah sehingga dapat 
dipergunakan untuk kepentingan di lain waktu atau bahkan oleh 
orang lain sampai batas waktu tertentu. Untuk permasalahan donor 
darah, ulama sepakat bahwa donor darah sama sekali tidak memiliki 
konsekuensi hukum pengharaman nikah antara orang yang 
mendonorkan darah dan orang yang menerima darah. Meski 
kenyataannya, darah dapat membantu membentuk daging, tulang, 
dan kekuatan fisik sangat cepat. Di saat yang lain, ilmu pengetahuan 
telah menemukan bahwa ASI dapat dibekukan untuk kemudian 
dicairkan kembali dan diberikan kepada bayi-bayi yang 
membutuhkan. Para ulama berbeda pendapat dalam kasus donor 
darah dan donor ASI. Dalam kasus donor darah, mereka sepakat 
untuk membolehkannya dan tidak ada implikasi hukum karenanya. 
Hal itu disebabkan oleh tidak ada teks Al-Qur'an ataupun hadis yang 
secara jelas melarang atau membolehkannya. Para ulama 
mengkiaskan pembolehan donor darah dengan berbuat baik kepada 
orang lain. sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an: 
  اعٍ ًِ َج َشاَُّنا َاٍَْحأ ا ًَ َََّأََكف َاهَاٍَْحأ ٍْ َيَو 
‚Dan barang siapa memelihara kehiduapan seorang manusia, 
maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia‛. 
(QS. Al-Māidah, [5]: 32)36 
 
Dan juga di dalam hadis: 
ةياٍقنا وىٌ برك ٍي ةترك هُع الله جرف اٍَذنا برك ٍي ةترك ىهسي ٍع جرف ٍي 37" 
‚Barang siapa membebaskan seorang muslim dari satu 
kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan 
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 Lajnah Tashih Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, juz. 6, hlm. 113 
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 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, hadis no. 7028 
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membebaskannya dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan 
hari kiamat‛. (HR. Bukhari Muslim). 
 
Kemudian muncul pertanyaan, mengapa hal ini berbeda 
dengan hukum pemberian ASI padahal kemampuan darah untuk 
menumbuhkan tulang dan daging lebih cepat dibanding dengan ASI? 
Untuk menjawab hal ini maka penulis lebih cenderung untuk 
memilih pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī—sebagaimana yang sudah 
disampaikan pada bagian sebelumnya dari makalah ini—dalam kasus 
Bank ASI. Sesungguhnya ASI yang memiliki konsekuensi hukum 
pengharam pernikahan adalah ASI yang diberikan dengan cara 
tradisional. Disusukan langsung tanpa melalui proses pembekuan, 
baik disusukan melalui payudara, gelas, botol, dll., oleh seorang ibu 
yang memiliki ASI tersebut kepada seorang bayi. Bukan dengan 
pelantara dibekukannya ASI kemudian dicairkan dan diberikan 
kepada bayi.
38
 Karena sejatinya yang menjadi pertimbangan 
pengharaman pernikahan tersebut adalah adanya perasaan hubungan 
ibu-anak yang kuat, umūmah. Sebuah hubungan psikologis yang tidak 
akan didapati hanya dengan memberikan ASI tanpa interaksi timbal 
balik antara ibu dan anak. Hal ini akan sangat terlihat ketika ada 
seorang perempuan pendonor ASI yang berada jauh dari wilayah 
seorang perempuan penerima ASI yang kemudian memberikannya 
kepada putranya. Bagaimana pun juga, putranya tersebut tidak akan 
pernah terpikirkan untuk menyebut pendonor ASI sebagai ibunya. 
Keadaan ini sama persis dengan donor darah. Penerima donor darah 
tidak lantas diharamkan menikahi orang yang memberikan donor 
darah kepadanya. Karena hubungan yang terjadi antara keduanya 
sebatas pada ‚berbuat baik‛ kepada sesama dan ‚membantu 
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 Menurut Mia Sutanto, Pendiri Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia dan Ketua 
Umum Konselor Menyusui, ASI tidak boleh dibekukan dan dicairkan 
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asi-perah/, diakses pada 10 Januari 2014  
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meringankan beban‛ kesulitan orang lain. Adanya perasaan melebihi 
perasaan-perasaan tersebut sangat kecil terjadi. Misalkan, seorang 
pemuda yang mendonorkan darahnya kepada seorang perempuan, 
tidak lantas akan merasa bahwa ia adalah ayah dari perempuan 
tersebut. Begitu juga pihak perempuan yang menerima donor darah, 
sangat kecil kemungkinannya ia akan merasa menjadi putri dari laki-
laki yang memberinya sumbangan darah. Jikapun tumbuh rasa, maka 
kemungkinannya adalah rasa terima kasih, yang mungkin akan 
tumbuh sebagai rasa cinta. Tetapi sekali-kali bukan rasa cinta antara 
seorang anak kepada orang tuanya, atau seorang orang tua kepada 
anaknya. Dengan demikian, kedua jenis donor ini, baik darah atau 




Sebagai tonggak hidayah bagi seluruh umat manusia, sudah 
menjadi sesuatu yang logis bahwa setiap ayat yang ada di dalam Al-
Qur'an mengandung berbagai nukleus penting. Adapun dari ayat 
raḍā’āh yang penulis bahas kali ini, dapat disimpulkan beberapa poin 
penting, di antaranya adalah: 
1. Rentang waktu ideal pemberian ASI adalah dua tahun penuh. 
2. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi yang berubah 
kandungannya sesuai dengan perkembangan bayi.
39
 Artinya, 
kandungan nutrisi ASI dan usia bayi akan selalu selaras. ASI 
yang dihasilkan pada 3 bulan pasca kelahiran akan sesuai 
kandungannya untuk memberikan nutrisi bagi bayi yang 
berusia 3 bulan, dst. Hal ini tetap berlaku hingga batas dua 
tahun. Setelah masa dua tahun, ASI yang dihasilkan tidak 
mengandung nutrisi yang baik, tapi justru sebaliknya. Oleh 
karena itu, sangat tepat ketika Islam mengajarkan untuk 
menyusui anak hingga batas waktu dua tahun.  
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 Aḥmad Shauqī al-Fanjarī, Al-Qur’ān wa al-Ṭibb al-Ḥadīth, (Kairo: Al-
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3. Seorang suami bertanggungjawab untuk menafkahi istri yang 
menyusui putranya—meski setelah ditalak—sesuai dengan 
kemampuannya. 
4. Tidak boleh saling membahayakan atau saling menyusahkan 
pihak lain. 
5. Dibolehkannya penyapihan sebelum genap masa dua tahun 
pemberian ASI dengan musyawarah antara kedua orang 
tuanya berdasarkan maslahah si anak. 
6. Dibolehkannya menyusukan anak kandung kepada 
perempuan lain selain ibuya dengan memberikan upah yang 
sepadan. 
7. Penyusuan memiliki implikasi hukum larangan untuk 
menikahi orang-orang tertentu sebagaimana yang disebabkan 
oleh hubungan darah. 
8. Kewajiban asli untuk memberikan ASI ada pada pihak suami, 
jika istri menolak untuk menyusui putranya maka seorang 
suami harus mencarikan perempuan lain yang mau menyusui 
putranya. 
9. Seorang suami tidak memiliki hak untuk memaksa istrinya 
menyusui. 
10. Selama bisa mempermudah, hendaklah kita tidak 
mempersulit segala sesuatu dengan catatan tetap 
memperhatikan teks-teks Al-Qur'an Hadith yang ada dan 
kaidah-kaidah pokok penetapan hukum. 
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